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PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 26 TAHUN 2013 
TENTANG 

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN 
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (4), 
Pasal 157 ayat (3), Pasal 168 ayat (2), Pasal 173 ayat (3), 
Pasal 178 ayat (3), Pasal 179 ayat (4), Pasal 181 ayat (1), 
dan Pasal 232 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan 
Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5246); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);  

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;  

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 
2012 tentang tentang Tahapan, Program dan Jadual 
Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 
Tahun 2013; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 
2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT 
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM 
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN 
PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN/KOTA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan 
Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi 
dan DPRD Kabupaten/Kota, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua (DPRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat 
(DPRPB) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK). 
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6. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga 
Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang 
bertugas melaksanakan Pemilu.  

7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota, adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.  

8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah 
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk 
melaksanakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota /DPRK di 
tingkat kecamatan.  

9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia 
yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu 
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD 
Kabupaten/ Kota/DPRK di tingkat desa atau nama lain/kelurahan. 

10. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat 
dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu 
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD 
Kabupaten/ Kota/DPRK. 

11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat 
KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan 
pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu Anggota DPR, 
DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD 
Kabupaten/Kota/DPRK. 

12. Pengawas Pemilu Lapangan, selanjutnya disebut PPL, adalah petugas 
yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas untuk 
mengawasi pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 
Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di 
tingkat desa atau nama lain/kelurahan. 

13. Saksi Peserta Pemilu, selanjutnya disebut Saksi, adalah orang yang 
mendapat surat mandat tertukis dari Partai Politik atau dari calon 
Anggota DPD. 

14. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014, selanjutnya disebut Partai 
Politik, adalah Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU 
dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK di 
Aceh. 

15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di 
TPS dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda 
gambar dan nama Partai Politik dan/atau pada kolom yang berisi 
nomor urut dan nama calon Anggota DPR, DPRD 
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Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK 
pada Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPRD 
Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, dan 
mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, foto calon, dan nama 
calon anggota DPD pada Surat Suara Pemilu Anggota DPD. 

16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh 
KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Partai Politik dan 
calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan 
DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, serta Surat Suara yang dinyatakan 
tidak sah, Surat Suara yang tidak terpakai dan Surat Suara 
rusak/keliru dicoblos.  

17. Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA/ DPRP/DPRPB 
dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK, selanjutnya disingkat dapil adalah 
satu atau gabungan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan 
yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah 
penduduk untuk alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh 
Partai Politik dan penetapan calon terpilih Anggota DPR, DPRD 
Provinsi/DPRA/DPRP/ DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK. 

18. Daerah Pemilihan Anggota DPD adalah provinsi yang ditetapkan 
sebagai satu daerah Pemilihan Anggota DPD. 

19. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 
(tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. 

20. Surat Suara DPR, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD 
Kabupaten/Kota/DPRK adalah salah satu jenis perlengkapan 
Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain 
khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada 
Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD 
Kabupaten/Kota/DPRK yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda 
gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon 
Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD 
Kabupaten/ Kota/DPRK, yang dibuat untuk setiap daerah. 

21. Surat Suara DPD adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan 
Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang 
digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilu 
Anggota DPD yang memuat nomor urut calon, pas foto calon dan 
nama calon anggota DPD yang dibuat untuk setiap daerah 
pemilihan/provinsi. 

22. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah susunan 
nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat 
sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak 
menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu 
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